
WALI KOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU

NOMOR ll TAHITN 2021

TEI{TAI{G

PERT'BAIIAN ATAS PERATI'RAI| WALI KOTA BATU
I\TOMOR 16 TAHUI{ 2017 TEXTAT{G PENCN)AAN, PENGELOLA.AIT,

DAT PET{YALI'RAN CADANGAN PANGAN

DENGAI RAHMAT TT'}IAN YANG MAHA ESA

WAII KOTA BATU,

Menimbarrg

b

a

c

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf b
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019
tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran
Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan
Keadaan Darurat Bencajra dan Kerawanan Pangan
Pasca Bencana, penerimaan dan penyaluran cadangan
beras Pemerintah dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4)

huruf n Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
terdapat perubahan nomenklatur Dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahar bidang
pangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan wbagaimala
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pedu
menetapkan Peraturar WaIi Kota tentang Perubahan
atas Peraturan WaIi Kota Batu Nomor 16 Tahun 2017
tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran
Cadangan Pangan;

Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (l€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 l8);
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2. Undarg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Ne8aia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undarg Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (I€mbararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentallg
Pembentukan Peraturar Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11

Nomor 82, Tambahan l-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Talun 2019
tentalg Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangar (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahart
l€mbaran Nega-ra RepubLik Indonesia Nomor 6398);

6. Undarg-Undang Nomor 18 Tahun 2072 tel].t,r,g
Pangan (tembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tanbahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 536O);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
PemerintalEr Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tenta.ng Pemerintahan Daerah (I-embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahar l,€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturar Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi {l,€mbaran Negara

Republik Tndonesia Tahun 2Ol5 Nomor 60, Tambahan
l,embaral Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

9. Peraturan Pemerintal Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengauasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Republik lndonesia Nomor 6041);
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10. Peraturan Pemerintal Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentarg
Dewan Ketahanan Pangan;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undarg-Undang Nomor 12

Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

13. Peraturar Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentarg
Kebijalan Strategis Pangan dan Gizi;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
65/Permentar/OT.14O/1212O1,O tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Pro\dnsi
dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimara telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahal atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019
tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran
Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan
Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan ngan
Pasca Bencana;

17. Peraturar Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019
tentang Tata Cara Penyediaa.n, Pencairan, dan
Perta,nggungiawaban Dana Cadangan Beras
Pemerintah;

18. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O20

tentanB Pedoman Teknis Pengelolaar Keuangan
Daerah;

19. Peratural Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2O16

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimara telah diubah dengan Peratura-n Daerah
Kota Batu Nomor 8 Tahun 2O20 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerair Kota Batu Nomor 5 Talun 2016

tentang Pembentukan dan Susunal Perangkat Daerah;
20. Peraturan wati Kota Batu Nomor 16 Tahun 2017

tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penya-luran

Cadangan Pangan;
21. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 121 Tahun 2O20

tentang Kedudukan, Susunar Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertarrian
dan Keta-hanal Pangan;
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Menetapkan

MEMUTUSXA[:

: PERATIJRAN CIAU XOTA TENTANG PERUBNIAN
ATAS PERATIJRAN WALI KOTA BATU NOMOR 15
TAIIIIIT 2017 TET{TAITG PEITGADAAN, PEITCTLOLAAN,
DA"II PEITYALURAI{ CN)AI{GA.!T PAITGAIT.

Pas.l I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batu
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan,
dan Penyaluran Cadangan Pangal diubah sebagai
berikut:

1. Seluruh ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batu
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengadaan,
Pengelolaan, dan Penyalural Cadalgan Pangar yang
menggunakan nomenklatur Dinas Ketahanan Pangar
diubah dan harus dibaca Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan.

2, Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf
c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Cadangan Pangan Pemerintah Kota Batu
dimaksudkan untuk menyediakan cadangan
pangan dalam melindungi petani/produsen
pangan strategis sesuai dengan potensi daerah
dari gejolak penurunan harga pada waktu panen

dan masyarakat rawal pangar karena
kemiskina-n.

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota
Batu bertujuan:
a. meningkatkar penyediaan pangan untuk

menjamin pasokan pangan yang stabil antar
waktu dar antar daerah;

b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
yang mengalami kerawanan pangalr; dan

c. meningkatkan akses pangan kelompok
masyarakat rawan pangan transien
khususnya pada daerah terisolir dan
masyarakat rawan pangan kronis karena
kemiskinan.
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3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sasaran pengelolaan cadalgan pangan
Pemerintal Kota adalah masyaratat yang
mengalami:
a. perubahan gejolak harga yarg signifikan

selama 2 (dua) bulan berturut-turut; dan
b. rawan pangan transien khususnya pada

daerah terisolir maupun masyaral<at rawan
pangan kronis karena kemiskinan-

(2) Perubahan gejolak harga sebagaimana dimatsud
pada ayat {1) Huruf b dikategorikan signifikan jika
kenaikan harga lebih dan 25o/" (dua putuh lima
perseratus) dari Harga Pembelian Pemerintah
(HPP).

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dal ayat (3) huruf a
diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Mekarisme penyaluran beras cadangan pangan
dapat dilakukan berdasarkan:
a. usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan; atau
b. perintah Wali Kota-

(2) Mekarisme penyaluran beras cadangan pangan

berdasarkan usulan dad Pemerintah
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
a. Kepala Desa/Lurah mengetahul Camat

mengusulkan kepada Wali Kota melalui Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk
disalurka:r Cadangan Pargan Pemerintah Kota
bagi rumah tangga yang menga.lami
kerawanan pangan transien, kerawanan
pangan kronis, dan/atau gejolak harga;

b Tim Pelaksana Kota melakukan verifikasi
jumlah rumah tangga sasaran penerima
bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kota
sebagaimana diusulkan oleh Desa/Kelurahan
calon penerima bartuan:

c. hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala
Dinas Pertanian dajr Ketahanan Parrgar

dengal melampirkan data dan informasi
mengenai jumlah rumah targga penerima
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bantuan dan jumlah kebutuhan beras yarg
disalurkan;

d. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan melaporkan hasil verilikasi Tim
Pela-ksana Kota kepada Wali Kota dan
meminta persetujuan untuk penyaluran
Cadangan Pangan Pemerintah Kota;

e. penyaluran Cadangan Palgan Pemerintah
Kota dilaksanakan sesuai dengal jumlah
mmah tangga sasaran da-ri gudang cadangan
pangan sampai dengal Kantor Desa/
Kelurahan sebagai titik tempat penyaluran;

I Tim Pelaksa.:ra Kota bersama aparat
Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam
mengupayakan kelarcaran penyaluran
Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kota dari
gudang cadangan pangan sampai titik
bagi/penerima;

g. Tim Pelaksana Kota membuat Berita Acara
Serah Terima bantuan kepada rumah tangga
sasaran, yang ditandatangani oleh Kepala
Desa/Lurah dan diketahui oleh Carnat
setempat; dan

h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras
Cadangan Pangan Pemerintah Kota dari
gudang sampai titik bagr penyaluran
ditarggung oleh Pemerintah Daerah.

(3) Mekanisme penyeluran beras cadangan pangafr
berdasarkan perintai Wa-li Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
sebagai berikut:
a. Wali Kota memerintahkan Kepala Dinas

Pertanian dar Ketahanan Pangan untuk
menya-lurkan beras cadalgan pangal kepada
rumah tangga yang mengalami kerawaran
pangan transien, dan/atau gejolak harga,
serta rumah tangga rawan pangan akibat
kemiskinan;

b. Tim Pelaksana Kota melal<ukan identifikasi
untuk mendapatkan inlormasi tentang jumlah
rumah tangga sasaran dan lokasi saaaran
pener.ima bantuan Cadangan Pangar
Pemerintah Kota sebagaimana perintah wali
Kota;

c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

dengal melampirkan data dan informasi
mengenai jumlah rumah tangga penerima
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bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang
disalurkan;

d. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan melaporkan hasil identifikasi Tim
Pelal<safla Kota kepada Wali Kota sekaligus
mengajukan persetujual untuk penyaluran
Cadalgal Pangan Pemerintah Kota;

e. penyaluran cadangan pargarr Pemerintah Kota
dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah
tangga sasaran penerima dan penyalurar
dilakukan sampai di Kantor Desa/Kelurahan
sebagai titik bagi;

f. Tim Pelaksana Kota bersama aparat
Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam
mengupayakan kelancaran penyaluran
Cadangan Pangan Pemerintah Kota dari
Gudang Cadangan Pangan sampai titik bagi
para penerima;

g. Tim Pelaksala Kota membuat Berita Acara
Serah Terima bantuan kepada rumah tangga
sasaran, yang ditandata:rgani oleh Kepala
Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat
setempat; dan

h. biaya penyalural/biaya angkut bantuan beras
Cadangan Pangan Pemerintah Kota dari
gudang sampai titik bagr penyaluran
ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasa] 9
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Wali Kota membentuk Tim Pengawasan,

Monitoring, dan Evaluasi penyelenggaraan

cadangan pangal daerah yang ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota dengan susunan
kearggotaan melibatkal pejabat teknis terkait.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melakukal Pengawasan, Pemantauan, Monitoring,
dar Evaluasi terhadap penyelenggaraan cadangan
pangan pemerintah daerah dan melaporkan
pelalsanaan tugasnya secara berkala dar
sewaktu-waktu kepada WaIi Kota melalui Kepala
Dinas Perta:rian dal Ketahanan Pangan.
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(3) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk
bantuan pangan untuk masyarakat miskin rawan
pangan, dilaporkan melalui Kepala Dirras
Pertarrian dan KeLahalal Pangan kepada Wali
Kota yang memuat jumlah penggunaan/
penyaluran dan sisa cadargan pangan daerah di
guda:rg cadangan pangan daerah secara periodik
setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waltu
apabila diperlukan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaL-u pada tanggal
diundangkan-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada ta-nggal 25 Februa-ri 2021

WAII A BATU,

DEWAITTI RUMPOTO

Diundargkar di Batu
pada tanggal 25 Februai 2O2l

DAERAH KOTA BATU

ZADINI

BERTTA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 14 /e

ilali
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